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PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 42 TAHUN 2001 TENTANG

PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA

ADAT

ABSTRAK : Bahwa Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat yang

diakui keberadaannya dilestarikan dalam kehidupan masyarakat untuk menunjang

kelangsungan pembangunan dan ketahanan Nasional di Kabupaten, maka perlu

pemberdayaan, dibina, dilestarikan dan dikembangkan; bahwa untuk memenuhi

maksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo

tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan

Lembaga Adat;

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-undang Nomor 54 Tahun

1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun kabupaten Tebo, Kabupaten

Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur; Undang-undang Nomor 22

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974

tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Peraturan

Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan

Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; Keputusan Presiden Nomor 44

Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk

Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan

Keputusan Presiden; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999

tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai

pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk

Pelaksanaan dan penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah

Desa dan Kelurahan; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999

tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum, mekanisme

pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, maksud dan

tujuan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat dan

lembaga adat, kedudukan, tugas dan fungsi lembaga adat, hak, wewenang dan

kewajiban lembaga adat, organisasi, pembinaan, serta ketentuan penutup.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 November 2001.
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